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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perda RTRW Kabupaten Sikka telah menetapkan beberapa pengaturan 

mengenai sempadan pantai. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam 

beberapa pasal di antaranya adalah dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), 

dan Pasal 31 Perda RTRW Kabupaten Sikka. Berdasarkan pengaturan 

tersebut maka diketahui bahwa Kampung Wuring termasuk dalam 

kawasan sempadan pantai. Artinya bahwa lokasi berdirinya Kampung 

Wuring berstatus sebagai kawasan perlindungan setempat. Namun 

dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring tidak 

ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan status kawasan lindung 

sebagai kawasan perlindungan setempat melainkan sempadan pantai 

Wuring ditujukan untuk kegiatan permukiman. Selain itu, sampai 

dengan saat ini belum ada produk hukum positif yang mengatur khusus 

tentang peraturan zonasi mengenai pemanfaatan sempadan pantai di 

Kabupaten Sikka.  

2. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pasca 

berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 

Perda RTRW Kabupaten Sikka, pemerintah Daerah Kabupaten Sikka 

belum pernah melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan 

sanksi administratif yang telah diatur dalam Perda RTRW Kabupaten 

Sikka terhadap masyarakat yang telah bermukim dalam jangka waktu 
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lama di Wuring tengah dan Wuring Laut. Hal ini dikarenakan 

pemerintah daerah berpendapat bahwa masyarakat Wuring telah ada 

terlebih dulu sebelum adanya aturan-aturan yang mengatur tentang 

sempadan pantai. Namun bagi masyarakat yang baru ingin membangun 

rumah di kawasan Wuring Tengah dan Wuring Laut maka akan 

mendapatkan teguran dari pemerintah untuk membatasi pendirian 

bangunan. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah 

berupa pembatasan mendirikan bangunan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa terdapat dampak-

dampak lingkungan hidup yang timbul dari adanya penggunaan 

sempadan pantai Wuring sebagai kawasan permukiman. Dampak-

dampak tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Terjadinya banjir robb 

b. Terjadinya abrasi 

c. Terjadinya pencemaran akibat limbah 

d. Terjadinya pencemaran akibat sampah 

e. Keberadaan manggrove semakin berkurang 

f. Terumbuh karang rusak dan semakin berkurang 

B. Saran 

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar segera merampungkan 

proses review RTRW, penyusunan RDTR Kabupaten Sikka, dan 

membentuk peraturan daerah tentang zonasi. Selanjutnya, apabila 
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peraturan-peraturan tersebut sudah secara sah berhasil dibentuk, maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka harus menerapkan aturan tersebut. 

Hal ini dikarenakan apabila sudah ada aturan namun tidak diterapkan 

maka hakikat hukum dari aturan tersebut akan hilang dan tujuan aturan 

tidak tercapai. 

2. Aparat penegak hukum khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Sikka serta Satpol PP harus tegas untuk 

memberikan teguran dan pembatasan bagi masyarakat yang ingin 

membangun rumah di sempadan pantai dan di perairan tanpa izin. Selain 

itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga harus mengatur dan 

menyediakan anggaran sehingga proses penegakan hukum dapat 

berjalan dengan lancar. Termasuk juga anggaran untuk membangun 

jalan inspeksi untuk dapat membatasi kegiatan pembangunan 

permukiman masyarakat yang melanggar aturan. Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka juga perlu bekerja sama 

dengan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas 

Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait 

sempadan pantai kepada masyarakat termasuk juga mengenai  arti 

penting dan tujuan sempadan pantai. Selain itu Pemerintah Daerah 

kabupaten Sikka juga diharapkan dapat melaksanakan pendekatan 

kultural kepada masyarakat Wuring yang disertai juga dengan pelatihan 

dan bimbingan mengenai keahlian lain sehingga masyarakat Wuring 

dapat memperoleh penghasilan tidak hanya dari hasil laut saja. 
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3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka harus mengupayakan 

pelaksanaan compliance terhadap masyarakat Wuring. Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi terkait kebersihan dan 

kelestarian lingkungan hidup dan aksi kebersihan di Kampung Wuring 

sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga 

lingkungan. 
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